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Pada sektor kesehatan, desentralisasi adal ah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan
kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/K ota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap
struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu
daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya
sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan
Program Pembangunan K esehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap
kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara
mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.

Hasil penelitian ini dalam pel aksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan K esehatan Pada
Era Desentralisas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan
mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program
pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antaralain
kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai ; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian
perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program
pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan;
sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data;
rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pel aksanaan bimbingan teknis penyusunan
perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenal penyusunan perencanaan belum optimal;
pel aksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan
akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan
advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap
program pembangunan kepada sektor lain;" penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan
menggunakan konsep P2K T, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor
29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah
Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis
akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya
pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA (DA SK, Proposal,
Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district
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grant PIP I, guna mendorong pel aksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar
negeri (World Bank).

Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas K esehatan Kabupaten
Way Kanan dalam rangka pel aksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas
dan kuantitas sumberdaya tenaga guna mel akukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh
komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan
daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis, melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan
perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas
sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya;
melakukan penjadwal an perencanaan sampai pel aksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.
<hr><i>In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of
Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the
structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It isrealized that the
decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater
authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some
planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

Thisresearch isintended to obtain the description regarding the mechanism of Health Devel opment

Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan
Regency In The Y ear 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using
the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in
the Decentralization Erain the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up
planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program
planning in the decentralization erain the health office of Way Kanan Regency, among others are the
guantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the
sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health devel opment
program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning
preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data;
the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum;
consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps
implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human
resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due
to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning
preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri
No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the
form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically,
however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health
development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of
budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the



health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of
Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality
and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of
decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regiona devel opment
pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning
preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning
guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the
implementation of the health development program activities.</i>



